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Korporas didefinisikan sebagi kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisi baik merupakan badan
hukum maupn bukan badan hukum. Salah satu bentuk korporasi yang berbentuk badan hukum adalah partai
politik. Dalam negara demokrasi, partai politik memiliki peran yag sangat penting untuk menunjang
kahidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam perkembangannya di Indonesia, terdapat beberapa
parta politik yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Meskipun
secara normatif sistem hukum pidana Indonesia telah mengakui partai politik sebagai subjek hukum tindak
pidana, namun sampal saat ini belum ada satupun partai politik yang dikenakan pertanggungjawaban pidana,
khususnya dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Maka dalam penelitian ini akan
dibahas tentang konsep pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana
korupsi dan tindak pidana pencucian uang, konsep pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada parta politik
yang terlibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dan faktor-faktor yang menghambat dikenakannya
pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan
tindak pidana pencucian uang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penilitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah peraturan perundang-
undangan, perbandingan hukum, dan konseptual.

A corporation is defined as a collection of person and / or assets organized either as alegal entity and not a
legal entity. One of corporation that defined aslegal entity isapolitical party. In ademocratic country,
political parties have avery important role to support the life of the nation and the state. However, in
Indonesia, there are several political parties alegedly involved in corruption and money laundering.
Although Indonesian criminal justice system has acknowledged political parties as the subject of criminal
law, yet to date no single political party has been subject to criminal responsibility, particularly in corruption
and money laundering. In this research will be discussed about the concept of criminal liability for political
parties that involved in corruption and money laundering crimes, the concept of punishment that can be
imposed on political parties that involved in corruption and money laundering, and the inhibits factors for
imposition of criminal liability of political parties that involved in corruption and money laundering. The
research method used in this research is the method of juridical-normative method, and using statue
approach, comparative approach, and conceptual approach.
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